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P  U  T  U  S  A  N

No.  157 K/PDT/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H     A G U N G

memer iksa  perkara  perda ta  dalam  t i ngka t  kasas i  te lah  

memutuskan  sebaga i  ber i ku t  da lam perkara  :

I . H.  MUH. SANUSI,

I I . Hi .  NURAENI,

I I I . Hi .  SAODAH,

IV . AZISAH HASYIM,

V. SAKKA,

VI . MUSE,

VI I . SAINAL,

VI I I . MUHAMMAD ARIF HB. ,

IX . SUNUSI,

X. ABDUL MUNIR,

XI . UMAR NAJE,

XI I . MADI,

XI I I . MANTASIA,

XIV. MUH. TAHIR,

XV. ABBAS,

XVI . SUHUD,

XVI I . ANWAR MA’RUF,

XVI I I . SAHA,

XIX. BEDDU,

XX. ANWAR,

XXI . NURMA,

XXI I . Hi .  SAONANG,

XXI I I . UMAR NURAENI,

XXIV. Hi .  RAODAH,

kedua  pu luh  empatnya  ber tempat  t i ngga l  d i  

J ln .  Banda  Kel .  Talaka ,  Kec.  Ma’ rang ,  Kab.  

Pangkep  ;

XXV. PEMERINTAH KABUPATEN PANGKEP :

Cq. 1. Pemer in tahan  Kecamatan  Ma’rang ,  

berkedudukan  di  J ln .  K.H.  Achmad No.  

Hal .  1 dar i  22 hal .  Put .  No.  157 
K/PDT/2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17 Pangkep  ;

2. Pemer in tah  Kelu rahan  Talaka ,  

berkedudukan  d i  Bontobon to ,  Kecamatan  

Ma’rang ,  Kabupaten    Pangkep  ;

kesemuanya  da lam ha l  in i  member i  kuasa  kepada  1.  

ICHSAN ANDI SADDA, SH. ,  2.  MUH. AMIR SALEH,  SH. ,  

dan 3.  HAMDANINGSIH,  SH. ,  Para  Advokat /Konsu l t an  

Hukum,  berkan to r  d i  Makassar ,  Ja lan  Her tasn ing  

VI  Nomor  12  N Makassar ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  

masing- masing  tangga l  22 November  2006  ;

Para  Pemohon  Kasas i  dahu lu  Para  Tergugat  /Para  

Pembanding  ;

m e l  a w a n :

Hj .  ABASIAH,  ber tempat  t i ngga l  d i  J ln .  Banda,  

Kel .  Talaka ,  Kecamatan  Ma’rang ,  Kabupaten  

Pangkep,  da lam  hal  in i  member i  kuasa  1.  MUH. 

KAPPING DM.,  SH.MH. ,  dan  2.  ACHMAD AKBAR,  SH. ,  

Para  Advokat /Pengacara  dar i  Kanto r  LBH PILAR 

KEADILAN,  berkan to r  d i  Makassar ,  Ja lan  Pet ta  

Ponggawa  No.  98  Telp .  0411  –  458874,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  tangga l  31  

Agustus  2006 ;

Termohon Kasas i  dahu lu  Penggugat /Te rband ing  ;

d a n  :

H.  BAKRI,  ber tempat  t i ngga l  d i  J ln .  Banda  Kel .  

Talaka ,  Kec.  Ma’ rang ,  Kab.  Pangkep  ;

Turu t  Termohon  Kasas i  dahu lu  Tergugat  

XXV/Pembanding  ;

Mahkamah Agung te rsebu t   ;

Membaca sura t - sura t  yang  bersangku tan  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  sura t - sura t  te rsebu t  te rnya ta  

bahwa  sekarang  Termohon  Kasas i  dahulu  sebaga i  Penggugat  

te l ah  menggugat  sekarang  Para  Pemohon  Kasas i  dan  Turu t  

Termohon  Kasas i  dahu lu  sebaga i  Para  Terguga t  d i  muka 

pers i dangan  Pengad i l an  Neger i  Pangka jene  pada pokoknya  atas  

dal i l - da l i l  sebaga i  ber i ku t  :
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Bahwa Penggugat  ada lah  pemi l i k  hak  atas  tanah  dara t  

(dahu lu  sawah)  yang  dikena l  dengan  Lampo LATTEKKO,  Pers i l  

No.  6  SI I I ,  Kohi r  No.  773  CI  luas  leb ih  kurang  0,40  Ha,  

yang  te r l e t a k  d i  Ja lan  Banda,  Kelu rahan  Talaka ,  Kecamatan  

Ma’rang ,  Kabupaten  Pangkep,  yang  batas - batasnya  sebaga i  

ber i ku t  :

Sebelah  Bara t :  1. Tanah mi l i k  Abdul  Muni r  Sani  ;

2. Tanah mi l i k  H.  Amuniddn  ;

3. Tanah mi l i k  H.  Mas Al i  Katu tu  ;

Sebelah  Timur :  Ja lan  Poros  Makassar  – Parepare  ;

Sebelah  Utara :  1. Tanah mi l i k  Salmiah  Ar ie f  ;

2. Tanah mi l i k  Iccu  ;

3. Tanah mi l i k  Wawi ;

4. Tanah mi l i k  Semma ;

5. Tanah mi l i k  Sar i f udd in  Cuba ;

6. Tanah mi l i k  Hj .  Minhayat i  ;

Sebelah  Sela tan :  Ja lanan  menuju  Leppangeng/Kass i  Kebo ;

Bahwa tanah  dara t  te rsebu t  (dahu lu  sawah)  pada mulanya  

berasa l  dar i  nenek  Penggugat  ya i t u  H.  SESEANG,  kemudian  

diwar i s kan  kepada  anaknya  H.  SIAME (ayah  Penggugat )  dan  

se lan ju t nya  tanah  te rsebu t  d ise rahkan  kepada  Penggugat  (H j .  

ABASIAH)  ;

Bahwa pada  waktu  HAJI  MUH. KASENG sebaga i  Kepala  Mado 

(Kepa la  Desa)  tanah  te rsebu t  d ip i n j am  olehnya  untuk  

di j ad i kan  pasar  darura t / t r a d i s i o na l ,  dan  sete lah  HAJI  MUH. 

KASENG meningga l  dun ia ,  maka  penge lo l aan  pasar  te rsebu t  

d iambi l  a l i h  o leh  alm.  HAJI  LAHIYA suami  dar i  Hj .  ASASIAH 

BINTI  HAJI  SIAME (Penggugat )  sebaga i  penggant i  HAJI  MUH. 

KASENG se laku  Kepala  Mado (Kepa la  Desa)  ;

Bahwa  sete lah  meningga lnya  HAJI  LAHIYA  (suami  

Penggugat )  pasar  te r sebu t  te tap  di fungs i kan  sebaga i  pasar  

daru ra t / t r a d i s i o na l  o leh  Para  Terguga t  I  sampai  dengan  XXV,  

ataupun  pihak  la i n  dan  hal  i t u  Penggugat  t i dak  

dipe rsoa l kan ,  akan  te tap i  sete lah  adanya  pasar  penggant i  

yang  te l ah  di resmikan  penggunaannya  oleh  Pemer in tah  pada  

tahun  2003,  maka  seharusnya  Tergugat  I  sampai  dengan  

Hal .  3 dar i  22 hal .  Put .  No.  157 
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Tergugat  XXV sudah  harus  mengosongkan  lokas i  pasar  mi l i k  

Penggugat  te rsebu t  dan  pindah  d i  pasar  baru  te rsebu t ,  akan  

te tap i  ha l  i t u  t i dak  di l akukan  bahkan  tanpa  dasar  hukum dan  

alas  hak  yang  je l as  Tergugat  XXV-1  dan  XXVI- 2  mengk la im  

pula  lokas i  pasar  t rad i s i ona l  sebaga i  p ihak  yang  berhak  ;

Bahwa  oleh  karena  pasar  Tala  te l ah  dibua tkan  

pengggant i  o leh  Pemer in tah  di  tempat  la i n  dan  te l ah  

di resmikan  penggunaannya  pada  tahun  2003,  maka  seyogyanya  

kese lu ruhan  Para  Tergugat  demi  hukum  harus  meningga lkan  

seraya  mengembal i kan  tanah  lokas i  pasar  Tala  te r sebu t  

kepada  Penggugat  sebaga i  pemi l i k  yang  sah ;

Bahwa  se jak  di resmikan  penggunaan  pasar  penggant i  

pasar  Tala  tahun  2003,  maka  Penggugat  te lah  berupaya  

menempuh dengan  berbaga i  cara ,  te rmasuk  cara  keke lua rgaan  

agar  Para  Terguga t  mengembal i kan  tanah  te rsebu t ,  akan  

te tap i  t i dak  dih i r aukan ,  bahkan  Tergugat  XXVI  –  2  te lah  

melaporkan  Penggugat  ke  Kepol i s i an  POLRES Pangkep,  akan  

te tap i  laporan  t i ndak  pidana  yang  dimaksud  t i dak  mampuh 

dibuk t i k an  oleh  Tergugat  XXVI  – 2 ;

Bahwa  in te r vens i  rekomendas i  dan  leg i t imas i  yang  

di l akukan  oleh  Tergugat  XXVI  –  1  dan  Tergugat  XXVI  –  2 

ada lah  bentuk  nyata  perbua tan  melawan  hukum yang  di l akukan  

oleh  penguasa  te rhadap  hak- hak  keperda taan  Penggugat  se laku  

warga  Negara  se jak  tahun  2003,  karenanya  adalah  waja r  j i k a  

Tergugat  XXVI  –  1  dan  Terguga t  XXVI  –  2  dihukum  dan  

dipe r i n t ahkan  untuk  mengembal i kan  tanah  te rsebu t  kepada  

Penggugat  ;

Bahwa demik ian  pula  Tergugat  I  sampai  dengan  Tergugat  

XXV te l ah  menempat i /menguasa i  tanah  mi l i k  Penggugat  tanah  

hak,  yang  seharusnya  Para  Terguga t  te rsebu t  menempat i  pasar  

penggant i  yang  te lah  d ised iakan  oleh  Pemer in tah  se jak  tahun  

2003,  akan  te tap i  ha l  i t u  t i dak  di l akukan ,  seh ingga  Para  

Tergugat  te l ah  pula  merampas hak- hak  keperda taan  Penggugat ,  

o leh  karenanya  ada lah  waja r  j i ka  Para  Tergyga t  te rsebu t  

d ipe r i n t ahkan  dan  dihukum  untuk  meningga l kan  seraya  

menyerahkan  tanah  te rsebu t  kepada  Penggugat  ;

4
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Bahwa  oleh  karena  te lah  te r j ad i  koa l i s i  pembiaran  

anta ra  Tergugat  I  sampai  dengan  XXV dengan  Tergugat  (XXVI  –  

1  dan  XXVI  –  2)  yang  secara  bersama- sama secara  yur id i s  

empi r i s  te lah  melakukan  perbua tan  melawan  hukum  dengan  

melanggar  hak- hak  keperda taan  Penggugat ,  maka ada lah  wajar  

j i k a  Para  Terguga t  d ibeban i  untuk  membayar  gant i  rug i  

secara  tanggung  ren teng  kepada  Penggugat  berupa  :

a. J ika  tanah  te rsebu t  d iga rap /d i ke l o l a  maupun 

dipe rsewakan  akan  menghas i l kan  keuntungan  dalam  satu  

tahun  min imal  Rp.  30.000 .000 , -  ;

b. Keuntungan  bunga  dalam  satu  tahun  20%  dar i  Rp.  

30.000 .000 , -  = Rp.  6.000 .000 , -  ;

Sehingga  dapat  menghas i l kan  keuntungan  dalam  satu  tahun  

min ima l  Rp.  36.000 .000 , -  ;

Dan  j i ka  Para  Tergugat  yang  seharusnya  menyerahkan  tanah  

te rsebu t  kepada  Penggugat  se jak  tahun  2003  (penguasaan  

se lama 3 tahun) ,  maka to ta l  kerug ian  Penggugat  sebesar  Rp.  

36.000 .000 , -  x 3 tahun  = Rp.  108.000 .000 , -  ;

Bahwa gugatan  in i  d idasarkan  pada  bukt i  fo rm i l  yang  

kuat  sesua i  maksud  Pasa l  191  Rbg,  maka  ada lah  layak  dan  

bersesua ian  dengan  hukum  apab i l a  putusan  in i  dapat  

d i j a l ankan  te r l eb i h  dahu lu  meskipun  ada  band ing ,  verze t  

maupun kasas i  ;

Bahwa berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas  Penggugat  

mohon  kepada  Pengadi l an  Neger i  Pangka jene  agar  member ikan  

putusan  yang  dapat  d i j a l ankan  leb ih  dahu lu  sebaga i  

ber i ku t  :

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;

2. Menyatakan  bahwa Penggugat  adalah  sebaga i  pemi l i k  yang  

sah  atas  tanah  dara t  (dahu lu  sawah)  yang  dikena l  

dengan  Lompo LATTEKKO,  Pers i l  No.  6  S I I I ,  Kohi r  No.  

773  CI ,  luas  leb ih  kurang  0,40  Ha,  yang  te r l e t a k  di  

Ja lan  Banda,  Kelu rahan  Talaka ,  Kecamatan  Ma’rang ,  

Kabupaten  Pangkep,  yang  batas - batasnya  sebaga i  ber i ku t  

:

Sebelah  Bara t : 1. Tanah mi l i k  Abdul  Muni r  Sani  ;

Hal .  5 dar i  22 hal .  Put .  No.  157 
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2. Tanah mi l i k  H.  Aminudd in  ;

3. Tanah mi l i k  H.  Mas Al i  Katu tu  ;

Sebelah  Timur : Ja lan  Poros  Makassar  – Parepare  ;

Sebelah  Utara : 1. Tanah mi l i k  Salmiah  Ar ie f  ;

2. Tanah mi l i k  Iccu  ;

3. Tanah mi l i k  Wawi ;

4. Tanah mi l i k  Semma ;

5. Tanah mi l i k  Sar i f udd in  Cuba ;

6. Tanah mi l i k  Hj .  Minhayat i  ;

Sebelah  Sela tan : Ja lanan  menuju  Leppangeng/Kass i  Kebo 

;

3. Menyatakan  bahwa Penggugat  adalah  Ahl i  War is  yang  sah  

dar i  Haj i  Siame ;

4. Menyatakan  bahwa  perbua tan  Para  Tergugat  menguasa i  

tanah  mi l i k  Penggugat  se jak  tahun  2003  ada lah  

perbua tan  melawan hukum ;

5. Menyatakan  bahwa  sega la  sura t - sura t  atau  bukt i - bukt i  

la i n  yang  berkenaan  dengan  penguasaan  Para  Terguga t  

atas  objek  sengke ta ,  atau  sega la  bentuk  pera l i han  hak  

yang  di l akukan  oleh  Para  Tergugat  atau  orang  la i n  yang  

mendapat  hak  dar i  padanya  ada lah  cacat  hukum,  t i dak  

sah  dan t i dak  mengika t  ;

6. Menghukum Para  Tergugat  atau  s iapa  sa ja  yang  mendapat  

hak  dar i  padanya  untuk  segera  meningga lkan  dan  

mengosongkan  objek  sengketa ,  kemudian  menyerahkan  

kepada  Penggugat  da lam  keadaan  sempurna ,  bebas  dar i  

sega la  tanggungan/beban  ;

7. Menghukum Para  Tergugat  secara  tanggung  ren teng  untuk  

membayar  gant i  rug i  kepada  Penggugat  yang  d ipe r i n c i  

sebaga i  ber i ku t  :

a. J ika  tanah  te rsebu t  d iga rap /d i ke l o l a  maupun 

dipe rsewakan  akan  menghas i l kan  keuntungan  

dalam satu  tahun  min imal  Rp.  30.000 .000 , -  ;

b. Keuntungan  bunga  dalam satu  tahun  20% dar i  Rp.  

30.000 .000 , -  = Rp.  6.000 .000 , -  ;

Sehingga  dapat  menghas i l kan  keuntungan  dalam satu  tahun  
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min ima l  Rp.  36.000 .000 , -  ;

Dan j i k a  Para  Tergugat  yang  seharusnya  menyerahkan  tanah  

te rsebu t  kepada  Penggugat  se jak  tahun  2003  (penguasaan  

se lama  3  tahun) ,  maka  to ta l  kerug ian  Penggugat  sebesar  

Rp.  36.000 .000 , -  x 3 tahun  = Rp.  108.000 .000 , -  ;

8. Menyatakan  putusan  dalam perkara  in i  dapat  d i j a l ankan  

te r l eb i h  dahu lu ,  meskipun  ada  band ing ,  verze t  maupun 

kasas i  ;

9. Menghukum Para  Tergugat  untuk  membayar  se lu ruh  biaya  

yang  t imbu l  da lam perkara  in i  ;

DAN/ATAU :

Mohon putusan  yang  sead i l - ad i l nya  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t  Para  

Tergugat  mengajukan  Ekseps i  yang  pada pokoknya   atas  dal i l -

da l i l  sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa  Tergugat  I  s/d  Tergugat  XXIV  t i dak  mempunyai  

hubungan  hukum  dengan  Penggugat  atau  t i dak  pernah  

berhubungan  hukum  dengan  Penggugat  menyangkut  mengenai  

tanah  Pasar  Mat toang in  Tala  (obyek  sengketa )  o leh  karena  

tanah / l o kas i  Pasar  Mat toang in  Tala ,  yang  te r l e t a k  d i  

Kelu rahan  Talaka ,  Kecamatan  Ma’rang ,  Kab.  Pangkep  dalam hal  

in i  tanah  yang  di tempat i  k ios  o leh  Para  Tergugat  te rsebu t  

ada lah  tanah  Pemer in tah  Daerah  Kab.  Pangkep  dan  te rda f t a r  

sebaga i  asse t  Pemda Pangkep  atau  dengan  kata  la i n  bukan  

tanah  mi l i k  Penggugat ,  menuru t  hukum  penga juan  gugatan  

tanpa  ada  hubungan  hukum seharusnya  t i dak  dapat  d i te r ima  

v ide  putusan  Mahkamah Agung  RI  No.  294  K/SIP /1972  tangga l  

07 Ju l i  1971 yang  mensyara t kan  bahwa gugatan  harus  dia j ukan  

oleh  orang- orang  yang  mempunyai  hubungan  hukum.  Dengan  

demik ian  maka  di tempatkannya  Para  Tergugat  te r sebu t  da lam 

perkara  in i  gugatan  Penggugat  menjad i  ke l i r u  ;

Bahwa  gugatan  Penggugat  ada lah  prematur  oleh  karena  

dalam  da l i l  gugatan  Penggugat  menuntu t  gant i  rug i  kepada  

Para  Terguga t  sementa ra  sta tus  kepemi l i k an  Penggugat  be lum 

je l as  bahkan  tanah  yang  diaku i  dan  dik l a im  oleh  Penggugat  

sebaga i  mi l i knya  dengan  menyatakan  bahwa  obyek  sengketa  
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merupakan  pembagian  Penggugat  dar i  a lm.  H.  Siame  ada lah  

tanah  Pemer in tah  Daerah  Kab.  Pangkep  yang  di j ad i kan  pasar  

sebaga i  Pasar  Mat toang in  yang  te r l e t a k  di  Kelu rahan  Talaka ,  

Kecamatan  Ma’rang ,  dengan  demik ian  je l as  gugatan  Penggugat  

pramatu r  karena  menuntu t  gant i  rug i  kepada  Para  Tergugat  

sementara  sta tus  kepemi l i k an  dan  hak  atas  tanah  obyek  

sengketa  te rsebu t  bukan  mi l i knya  ;

Ekseps i  ten tang  gugatan  er ro r  in  obyek to  ;

Bahwa  gugatan  Penggugat  yang  mempersoa lkan  mengenai  

kepemi l i k an  tanah  obyek  sengketa  dalam perkara  in i ,  je l as  

er ro r  in  obyec to  dengan  alasan  bahwa tanah  obyek  sengketa  

( tanah  Pasar  Mat toang in  Tala )  obyek tum  l i t i s  adalah  tanah  

mi l i k  Pemer in tah  Daerah  Kab.  Pangkep,  sedangkan  tanah  

Penggugat  yang  dimaksudkan  sebaga i  pembagian  dar i  ayahnya  

alm.  H.  Siame  bin  H.  Seseang  adalah  tanah  dengan  gela r  

”Kess ie ”  yang  te r l e t a k  di  Kampung  Tala ,  Kelu rahan  Talaka ,  

Kecamatan  Ma’rang ,  Kab.  Pangkep,  dengan  demik ian  maka je l as  

dan  nyata  bahwa  tanah  obyek  sengketa  adalah  tanah  

Pemer in tah  Daerah  Kab.  Pangkep  (asse t  Pemda Pangkep)  bukan  

tanah  mi l i k  Penggugat ,  seh ingga  dengan  demik ian  maka 

gugatan  Penggugat  er ro r  in  obyec to  ;

Menimbang,  bahwa te rhadap  gugatan  te rsebu t  Pengad i l an  

Neger i  Pangka jene  te l ah  mengambi l  putusan ,  ya i t u  putusan  

No.  11/Pdt .G /2006 /PN.Pangka jene  tangga l  01  Agustus  2007  

yang  amarnya  sebaga i  ber i ku t  :

DALAM EKSEPSI  :

- Menyatakan  menolak  Ekseps i  Para  Tergugat  ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  sebag ian  ;

- Menyatakan  bahwa Penggugat  adalah  sebaga i  pemi l i k  yang  

sah  atas  tanah  dara t  (dahu lu  sawah)  yang  dikena l  

dengan  LOMPO LATTEKKO,  Pers i l  No.  6  S I I I ,  Kohi r  No.  

773  CI ,  luas  leb ih  kurang  0,40  Ha,  yang  te r l e t a k  di  

Ja lan  Banda,  Kelu rahan  Talaka ,  Kecamatan  Ma’rang ,  

Kabupaten  Pangkep,  yang  batas - batasnya  sebaga i  ber i ku t  

:
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Sebelah  Bara t : 1. Tanah mi l i k  Abdul  Muni r  Sani  ;

2. Tanah mi l i k  H.  Aminudd in  ;

3. Tanah mi l i k  H.  Mas Al i  Katu tu  ;

Sebelah  Timur : Ja lan  Poros  Makassar  – Parepare  ;

Sebelah  Utara : 1. Tanah mi l i k  Salmiah  Ar ie f  ;

2. Tanah mi l i k  Iccu  ;

3. Tanah mi l i k  Wawi ;

4. Tanah mi l i k  Semma ;

5. Tanah mi l i k  Sar i f udd in  Cuba ;

6. Tanah mi l i k  Hj .  Minhayat i  ;

Sebelah  Sela tan : Ja lanan  menuju  Leppangeng/Kass i  Kebo 

;

- Menyatakan  bahwa Penggugat  adalah  Ahl i  War is  yang  sah  

dar i  Haj i  Siame ;

- Menyatakan  bahwa  perbua tan  Para  Tergugat  menguasa i  

tanah  mi l i k  Penggugat  se jak  tahun  2003  ada lah  

perbua tan  melawan hukum ;

- Menyatakan  bahwa  sega la  sura t - sura t  atau  bukt i - bukt i  

la i n  yang  berkenaan  dengan  penguasaan  Para  Terguga t  

atas  objek  sengke ta ,  atau  sega la  bentuk  pera l i han  hak  

yang  di l akukan  oleh  Para  Tergugat  atau  orang  la i n  yang  

mendapat  hak  dar i  padanya  ada lah  cacat  hukum,  t i dak  

sah  dan t i dak  mengika t  ;

- Menghukum Para  Tergugat  atau  s iapa  sa ja  yang  mendapat  

hak  dar i  padanya  untuk  segera  meningga lkan  dan  

mengosongkan  objek  sengketa ,  kemudian  menyerahkan  

kepada  Penggugat  da lam  keadaan  sempurna ,  bebas  dar i  

sega la  tanggungan/beban  ;

- Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se la i n  dan  

se leb ihnya  ;

- Menghukum Para  Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  

yang  t imbu l  da lam  perkara  in i  d ipe rh i t u ngkan  sebesar  

Rp.  2.109 .000 , -  (dua  ju ta  sera tus  sembi lan  r i bu  

rup iah )  ;

Menimbang,  bahwa dalam t i ngka t  banding  atas  permohonan  

Para  Terguga t /Pa ra  Pembanding  putusan  Pengad i l an  Neger i  
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te rsebu t  te lah  dikua tkan  oleh  Pengad i l an  Tingg i  Makassar  

dengan  putusan  No.  43/PDT/2008 /PT.MKS.   tangga l  02  Apr i l  

2008 ;

Menimbang,  bahwa  sesudah  putusan  te rakh i r  in i  

d ibe r i t a hukan  kepada     Para  Tergugat /Pa ra  Pembanding  pada  

tangga l  10  September  2008  kemudian  te rhadapnya  oleh  Para  

Tergugat /Pa ra  Pembanding  (dengan  peran ta raan  kuasanya ,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  tangga l  22 November  2008)  dia j ukan  

permohonan  kasas i  secara  l i san  pada  tangga l  06  Oktober  

2008  sebaga imana  te rnya ta  dar i  Akte  Permohonan  Kasas i  No.  

11/Pd t .G /2006 /PN.Pangka jene  yang  d ibua t  o leh  Pani te ra  

Pengad i l an  Neger i  Pangka jene ,  permohonan  mana  d ise r t a i  

dengan  memor i  kasas i  yang  memuat  alasan- alasan  yang  

di te r ima  di  Kepani t e raan  Pengad i l an  Neger i  te rsebu t  pada  

tangga l  06 Oktober  2008 ;

Menimbang,  bahwa  sete lah  i t u  o leh  

Penggugat /Te rband ing  yang  pada  tangga l  13  Oktober  2008  

te l ah  dibe r i t a hu  ten tang  memor i  kasas i  dar i  Para  

Tergugat /Pa ra  Pembanding  d ia j ukan  jawaban  memor i  kasas i  

yang  di te r ima  di  Kepani t e raan  Pengad i l an  Neger i  Pangka jene  

pada tangga l  27 Oktober  2008 ;

Menimbang,  bahwa  permohonan  kasas i  a  quo  beser ta  

alasan- alasannya  te l ah  dibe r i t a hukan  kepada  pihak  lawan  

dengan  seksama,  dia jukan  da lam  tenggang  waktu  dan  dengan  

cara  yang  d i t en tukan  dalam undang- undang,  maka oleh  karena  

i t u  permohonan kasas i  te rsebu t  fo rma l  dapat  d i te r ima  ;

Menimbang,  bahwa  a lasan- alasan  yang  dia j ukan  oleh  

Para  Pemohon  Kasas i /Pa ra  Tergugat  da lam  memor i  kasas inya  

te rsebu t  pada pokoknya  ia l ah  :

ALASAN PERTAMA :

Bahwa  per t imbangan  Maje l i s  Hakim,  Tingka t  Per tama  

dengan  menyatakan  bahwa te rhadap  kete rangan  saks i  Tergugat  

ya i t u  H.  Nurd in  M.S bin  H.  Siame yang  juga  ada lah  saudara  

kandung  dar i  Penggugat  menerangkan  bahwa  tanah  te rsebu t  

ada lah  benar  mi l i k  orang  tua  mereka  ya i t u  H.  Siame  yang  
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diber i k an  oleh  orang  tuanya  ya i t u  H.  Seseang,  tap i  sekarang  

te l ah  menjad i  mi l i k  Pemda  Pangkep  karena  adanya  

penggant i an ,  Maje l i s  berpendapat  bahwa kete rangan  H.  Nurd in  

te rsebu t  t i dak  dapat  d i te r ima  karena  kete rangan  te rsebu t  

berd i r i  send i r i  tanpa  ada  bukt i  la i n  yang  menyer ta i n ya  

(v i de  putusan  Tingka t  Per tama  halaman  31  al i nea  ke- 3) ,  

per t imbangan  Maje l i s  Hakim  te rsebu t  ada lah  per t imbangan  

yang  sa lah  menerapkan  hukum,  sebab  Maje l i s  Hakim  Tingka t  

Per tama  t i dak  mempert imbangkan  bahwa  se la i n  kete rangan  

saks i  H.  Nurd in  MS.  bin  H.  Siame  te rsebu t  d idukung  oleh  

Bukt i  T- 3,  ya i t u  Sura t  Pernya taan  Dan  Kesaks ian  dar i  H.  

Muhayyade  bin t i  H.  Siame,  H.  Sudding  bin  H.  Siame,  H.  

Mustah i  b in  H.  Siame,  H.  Nurd in  bin  H.  Siame dan  H.  Saing  

bin  H.  Siame  Dibua t  d i  depan  Notar i s  & PPAT Ny.  SITTI  

HAJERAH,  SH.  dan  kesemuanya  ada lah  saudara  kandung  dar i  

Penggugat  menerangkan  bahwa tanah  lokas i  Pasar  Mat toang in  

Tala  yang  te r l e t a k  di  Kampung  Tala ,  Kelu rahan  Talaka ,  

Kecamatan  Ma'rang ,  Kab.  Pangkep  ( tanah  sengketa )  adalah  

mi l i k  Pemer in tah  Daerah  Kabupaten  Pangkep  di  mana  tanah  

te rsebu t  d i t uka r  o leh  Pemer in tah  kepada  H.  Siame  bin  H.  

Seseang  dengan  tanah  Pemer in tah  Kab.  Pangkep  yang  berge la r  

"Kess ie "  te r l e t a k  di  Kamp.  Tala ,  Kelu rahan  Talaka ,  

Kecamatan  Ma'rang ,  Kab.  Pangkep,  dengan  luas  k l .5 . 673  

dengan  batas - batas ,  sebe lah  Utara  dengan  tanah  H.  Bakr i ,  

sebe lah  Timur  tanah  H.  Nagga,  sebe lah  Sela tan  tanah  H.  

Sudi rman  Kasim,  sebe lah  Bara t  tanah  H.  Nurd in  b in  H.  

Siame ;

Bahwa  se la i n  didukung  o leh  Sura t  Pernya taan  dan  

Kesaks ian  dar i  saudara  kandung  dar i  Penggugat  te rsebu t  

(Buk t i  T- 3) ,  juga  didukung  oleh  saks i - saks i  Tergugat  yang  

te l ah  dipe r i k sa  di  bawah  sumpah  ya i t u  saks i  H.  Muhar i ke ,  

saks i  H.  Andi  Abd.  Hamid,  saks i  Wekke Bas i r  Katung ,  saks i  

Mal ibu  bin  Baca,  dan  saks i  Abdul  b in  Kadoi ,  menerangkan  

bahwa tanah  sengketa  ( l okas i  Pasar  Mat toahg in  Tala )  ada lah  

mi l i k  Pemda Kab.  Pangkep  dan  d i j ad i kan  Pasar  Tala  (Pasar  

Mat toang in )  se jak  tahun  1951,  d i  mana  obyek  sengke ta  
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te rsebu t  d i t uka r  o leh  Pemda Kab.  Pangkep  dengan  tanah  yang  

berge la r  Kess ie  te r l e t a k  d i  Kampung Tala ,  Kelurahan  Talaka ,  

Kecamatan  Ma'rang ,  Kab.  Pangkep  (d ibe l akang  Mesj i d  Tala )  

luas  k l .  5.673  M² dengan batas - batas  sebaga i  ber i ku t  :

Sebelah  Utara  :  Tanah  H.  Bakn i ,  sebe lah  Timur  :  Tanah  H.  

Nagga,  sebe lah  Sela tan  :  Tanah  H.  Sudi rman  Kasim,  sebe lah  

Bara t  :  Tanah  H.  Nurd in  bin  H.  Siame (mohon  di te l aah  BAP 

dalam  berkas ) .  Dan  sebenarnya  tanah  sawah  has i l  tukaran  

dar i  Pemda Pangkep  jauh  leb ih  luas  diband ing  tanah  sengketa  

demik ian  pula  has i l  tuka ran  obyek  sengketa  te rsebu t  te lah  

dia l i h  fungs i kan  o leh  Penggugat  yang  tad inya  adalah  sawah  

dan  kemudian  di rubah  menjad i  empang ( tambak) ,  namun karena  

empang  te rsebu t  sebaga i  has i l  tukaran  dar i  tanah  sengketa  

t i dak  berproduks i  ba ik  lag i  seh ingga  ing in  mencap lok  lag i  

tanah  sengketa  yang  merupakan  tanah  Pemer in tah  Kab.  Pangkep  

te rsebu t  Berdasarkan  bukt i - bukt i  dan  a lasan  hukum te rsebu t  

maka sangat l ah  te rang  ka lau  obyek  sengketa  te l ah  te rbuk t i  

dengan  sempurna  bahwa  obyek  sengketa  ada lah  mi l i k  Pemda 

Kab.  Pangkep  ;

ALASAN KEDUA :

Bahwa  per t imbangan  Maje l i s  Hakim  Per tama  yang  

menyatakan  bahwa  Para  Tergugat  t i dak  dapat  membukt i kan  

bahwa  obyek  sengketa  te rsebu t  adalah  mi l i k  Pemda  Kab.  

Pangkep  dan  te l ah  di tuka r ,  ada lah  je l as  per t imbangan  yang  

sa lah  menerapkan  hukum,  karena  baik  bukt i  T- 3  (Sura t  

Pernya taan  dan  Kesaks ian )  maupun  kete rangan  saks i - saks i  

yang  didengar  kete rangannya  di  bawah sumpah ya i t u  saks i  H.  

Muhar i ke ,  saks i  Andi  Abd.  Hamid,  saks i  Wekke Basi r  Katung,  

saks i  Mal ibu  b in  Baco  dan  saks i  Abdul  Kadoi  te l ah  

menerangkan  bahwa  tanah  sengketa  (Pasar  Mat toang in  Tala )  

ada lah  mi l i k  Pemda Pangkep  yang  te l ah  d i t uka r  dengan  tanah  

la i n  (mohon  di te l aah  Ber i t a  Acara  Pers idangan)  dan  se jak  

tahun  1951  di j ad i kan  Pasar  Mat toang in  oleh  Pemda  Kab.  

Pangkep  t i dak  ada  ada  kebera tan  dar i  p ihak  manapun  juga .  

Per lu  d ike tahu i  pu la  bahwa penggant i an  dan penempatan  Pasar  

Mat toang in  di  atas  tanah  sengketa  ada lah  berdasarkan  has i l  
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musyawarah  dar i  masyaraka t  dengan  H.  Seseang  orang  tua  H.  

Siame (o rang  tua  Penggugat )  dengan  masyaraka t  ser ta  Pemda 

Kab.  Pangkep  (v ide  keta rangan  saks i  H.  Muhar i ke )  karena  

tanah  sengketa  te rsebu t  menjad i  penguasaan  Pemda Pangkep  

se jak  tahun  1951 (v i de  bukt i  T- 1,  T- 2,            T- 4)  maka 

ten tunya  t i dak  ada  pembayaran  pajak  yang  te rb i t  kepada  

pihak  la i n  atas  tanah  sengketa  te rsebu t ,  akan  te tap i  t i ba -

t i ba  sa ja  ada  pembayaran  pa jak  atas  nama  Penggugat  Hj .  

Abas iah  ya i t u  bukt i  P- 1  s/d  P- 7  karenanya  pembayaran  

pembayaran  pajak  te rsebu t  ada lah  diduga  hanya  d i rekayasa  

dan  disu lap  kemudian  di j ad i kan  bukt i  d i  pers i dangan ,  

seh ingga  bukt i  P- 1 s/d  P- 7 t i dak  dapat  d ikua l i f i s i r  menjad i  

bukt i  yang  dapat  menunjukkan  bahwa  tanah  sengketa  adalah  

tanah  yang merupakan  mi l i k  atau  penguasaan  Penggugat  ;

ALASAN KETIGA :

Bahwa  per t imbangan  Hakim  Tingka t  Per tama  Pengad i l an  

Neger i  Pangka jene  pada  halaman  30  a l i nea  ke  4  dan  5  yang  

menyatakan  :

"Menimbang  bahwa  di  pers idangan  Para  Tergugat  juga  

mengajukan  bukt i  sura t  ya i t u  Hasi l  opname pis i k  inven ta r i s  

barang  Pemer in tah  Kabupaten  Pangkep  tahun  2002,  inven ta r i s  

Pasar  Desa tahun  1998  ser ta  Sura t  Pernya taan  dan  Kesaks ian  

Hj .  Muayyade  b in t i  Siame,  H.  Mustah i  b in  Siame,  H.  Nurd in  

bin  Siame,  H.  Saing  bin  Siame  yang  dibua t  o leh  Si t t i  

Hajerah ,  SH.  Notar i s  d i  Pangka jene  ;

"Menimbang  bahwa  Maje l i s  berpendapat  bukt i - bukt i  te r sebu t  

bukan lah  merupakan  bukt i  kepemi l i k an  yang  sah  hanya  

merupakan  data  di r i  Pemda Pangkep,  bahwa ada  sebuah  pasar  

di  wi layah  Pemda  Pangkep  yang  bernama  Pasar  Tala /Pasar  

Mat toang in ,  se la i n  i t u  Maje l i s  juga  mel iha t  bahwa  pada  

tahun  yang  sama ya i t u  tahun  1998  dan  2002  yang  melakukan  

pembayaran  pajak  atas  tanah  te rsebu t  adalah  Hj .  Habbas iah  ;

Adalah  per t imbangan  yang  sa lah  menerapkan  hukum,  karena  

bukt i  te rsebu t  ya i t u  T- 1,  T- 2,  T- 3  dan  T- 4  menunjukkan  

bahwa tanah  obyek  sengketa  te rsebu t  d imi l i k i  dan  dikuasa i  

o leh  Pemda Kab.  Pangkep,  d i  mana keberadaanya  sebaga i  Pasar  

Hal .  13 dar i  22 hal .  Put .  No.  157 
K/PDT/2009
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Mat toang in  berdasarkan  Keputusan  Desa (mohon di t e l aah  bukt i  

T- 2)  se la i n  i t u  ada lah  suatu  penyaks ian  dan  pengakuan  dan  

anak  H.  Siame bin  H.  Seseang  ya i t u  H.  Muayyade  bin t i  Siame,  

H.  Mustah i  b in  Siame,  H.  Nurd in  bin  Siame,  H.  Saing  bin  

Siame  (saudara - saudara  Penggugat )  v ide  bukt i  T- 3  Sura t  

Pernya taan  dan  Kesaks ian  bahwa  obyek  sengketa  te rsebu t  

ada lah  mi l i k  Pemda Kab.  Pangkep  yang  semula  berasa l  dar i  H.  

Seseang  kemudian  di tuka r  dengan  tanah  Negara  yakn i  tanah  

Pemda Kab.  Pangkep  (mohon d i t e l aah  bukt i  T- 2 dan T- 3)  bahwa 

ka laupun  Sura t  Pengakuan  dan  Penyaks ian  i t u  te rb i t  atau  

dibua t  d i  depan  Notar i s  Si t t i  Hajerah ,  SH.  Notar i s  d i  

Pangkep  nant i  pada  tahun  2007  adalah  karena  se lama  in i  

t i dak  pernah  ada kebera tan /be rmasa lah  dan te tap  diaku i  o leh  

anak  dar i  H.  Siame  bahwa  obyek  sengketa  te rsebu t  ada lah  

tanah  Pemda  Pangkep  dan  semua  masyaraka t  Kampung  Tala ,  

Kelu rahan  Talaka ,  Kecamatan  Ma' rang  mengetahu i  ka lau  tanah  

obyek  sengketa  te rsebu t  ada lah  tanah  mi l i k  Pemda  Kab.  

Pangkep  yang  te lah  di tuka r  dengan  tanah  kepada  H.  Siame bin  

Seseang,  seanda inya  (namun  quod- non)  tanah  obyek  te rsebu t  

t i dak  pernah  di tuka r  dengan  tanah  Pemda Kab.  Pangkep,  maka 

se jak  dar i  dahu lu  H.  Siame  bin  H.  Seseang  (orang  tua  

Penggugat /Te rband ing /Te rmohon  Kasas i )  kebera tan  te rhadap  

obyek  sengketa  te rsebu t  d imi l i k i  dan kuasa i  o leh  Pemda Kab.  

Pangkep  untuk  d i j ad i kan  Pasar  Tala  (Pasar  Matoang in )  ;

Bahwa  kete rangan  saks i  H.  Muhar i ke  bin  Sunus i  (mantan  

Kepala  Desa Tala  tahun  1966  sampai  tahun  1973) ,  saks i  Abd.  

Hamid  mantan  Kepala  Desa Tala  Tahun  1974  sampai  Tahun  1979  

yang  membawahi  wi layah  lokas i  obyek  sengke ta  menerangkan  

bahwa pada  waktu  di l akukan  penukaran  tanah  obyek  sengketa  

te rsebu t  dengan  tanah  Pemda  Pangkep  te l ah  diadakan  

Musyawarah  Desa dan  atas  perse tu j uan  has i l  Musyawarah  Desa 

te rsebu t  d isepaka t i  tukar  menukar  te rsebu t  dengan  obyek  

sengketa  dan  d i t e t apkan  untuk  pembangunan  Pasar  Mat toang in  

(mohon  Maje l i s  Hakim  Agung  menelaah  kete rangan  saks i  H.  

Muhar i ke  b in  H.  Sunus i  dan saks i  Abd.  Hamid)  ;

Bahwa  suatu  keb iasaan  dahu lu  te r j ad i  d i  Kab.  Pangkep  
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khususnya  di  Kampung  Tala ,  Kelurahan  Talaka ,  Kecamatan  

Ma' rang  j i ka  te r j ad i  tukar  menukar  tanah  dengan  pemer in tah  

untuk  kepent i ngan  umum tanpa  sura t  tukar - menukar ,  akan  

te tap i  perse tu j uan  masing- masing  pihak  menguasa i  langsung  

tanah  has i l  tukarannya  seper t i  yang  te r j ad i  dengan  obyek  

sengketa  te rsebu t ,  masing- masing  pihak  t i dak  membuatkan  

sura t  tukar  menukar  tanah  te tap i  masing- masing  menguasa i  

tanah  has i l  tukarannya  di  mana  Pemda  Pangkep  menguasa i  

obyek  sengketa  dan  H.  Seseang  yang  di l an j u t kan  dengan  H.  

Siame  b in  H.  Seseang  menguasa i  tanah  penggant i  d i  depan  

Mesj id  Tala ,  Kampung  Tala ,  Kelurahan  Talaka ,  Kecamatan  

Ma' rang ,  kenya taan  te rsebu t  d ikemukakan  oleh  beberapa  saks i  

Tergugat  d ian ta ranya  saks i  H.  Muhar i ke  bin  H.  Sunus i  dan  

saks i  Andi  Abd.  Hamid  menyatakan  bahwa  obyek  sengketa  

te rsebu t  ada lah  mi l i k  Pemda  Pangkep  yang  d i t uka r  dengan  

tanah  yang  di  depan  Mesj i d  Tala  dan  atas  kesepakatan  

di l akukan  mela lu i  Rapat  Desa  di  Kampung  Tala ,  karena  di  

Kampung  Tala  set i ap  ada  pembangunan  atau  akan  membuat  

sesuatu  untuk  kepent i ngan  umum oleh  Pemer in tah  harus  

mela lu i  Rapat  Desa  seper t i  ha lnya  Pembangunan  Pasar  

Tala /Pasar  Mat toang in  (obyek  sengketa ) ,  pembangunan  Seko lah  

Madrasah  dan  Mesj i d  Tala ,  se la i n  i t u  saks i  H.  Muhar i ke  b in  

Sunus i  menerangkan  pula  bahwa  bukan  sa ja  obyek  sengketa  

(Pasar  Mat toang in )  d i tuka r  dengan  tanah  negara  ( tanah  Pemda 

Kab.  Pangkep)  akan  te tap i  tanah  orang  tua  saks i  H.  Muhar i ke  

bin  Sunus i  juga  di tuka r  dengan  tanah  Negara  ( tanah  Pemda 

Pangkep)  dan  tanah  te rsebu t  d i j ad i kan  Sekolah  Madrasah  

Ib t i da i y ah  tanpa  sura t  tukar - menukar  te tap i  masing- masing  

mengusa i  tanah  has i l  tuka rannya  sampai  sekarang ,  d i  mana 

tanah  orang  tua  saks i  H.  Muhar i ke  b in  Sunus i  d i j ad i kan  o leh  

Pemda  Kab.  Pangkep  sebaga i  Sekolah  Madrasah  Ib t i da i y ah  

untuk  kepent i ngan  umum dan  tanah  tukarannya  dimi l i k i  orang  

tua  saks i  dan  d ikuasa i  sampai  sekarang  oleh  saks i  H.  

Muhar i ke  tanpa  ada  sura t  per tuka ran  dan  t i dak  ada  gangguan  

karena  sa l i ng  mengharga i  dan  mematuh i  kesepakatan  yang  

te l ah  te r j ad i  ;

Hal .  15 dar i  22 hal .  Put .  No.  157 
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Kenyataan- kenyataan  per tuka ran  tanah  in i l a h  yang  te r j ad i  d i  

Kampung  Tala ,  Kelu rahan  Talaka ,  Kecamatan  Ma' rang ,  Kab.  

Pangkep  tanpa  ada  sura t  per tuka ran ,  tap i  d iaku i  o leh  

masyaraka t  Kampung  Tale ,  seh ingga  j i k a  Maje l i s  Hakim 

mengingkan  bukt i  fo rmi l  atau  sura t  per tuka ran  tanah  obyek  

sengketa  su l i t  d i t emukan  namun kenyataan  per tuka ran  obyek  

sengketa  te rsebu t  benar - benar  te r j ad i  dan  per tuka ran  obyek  

sengketa  te rsebu t  d iaku i  o leh  anak  H.  Siame bin  H.  Seseang  

atau  saudara - saudara  Penggugat /Te rband ing  sebaga imana  bukt i  

T- 3  (Sura t  Pernya taan  dan  Kesaks ian ) ,  beser ta  d i t e r angkan  

oleh  saks i - saks i  Tergugat  ;

Salah  satu  Fi l oso f i  yang  te rkandung  pada UU Pokok  Kekuasaan  

Kehak iman  No.  4  Tahun  2004  Maje l i s  Hakim  da lam  memer iksa  

dan  mengadi l i  perka ra  di tun tu t  untuk  menggal i  n i l a i - n i l a i  

budaya  dan keb iasaan- keb iasaan  yang  te l ah  hidup  dan te r j ad i  

da lam  pergau lan  masyaraka t  seh ingga  dapat  memahami  norma-

norma,  atu ran - aturan  yang  pernah  ber l aku  dalam masyaraka t ,  

karena  ka lau  Maje l i s  Hakim se la l u  berdasar  sa ja  pada  bukt i  

fo rma l  atau  mengiku t i  a l i r an  pos i t i v i sme ,  maka die ra  modern  

in i  apa  sa ja  dapat  d i rekayasa  untuk  menjad i  dasar  fo rma l  

mengaku i  hak  seseorang ,  seper t i  yang  te r j ad i  pada  bukt i  

Penggugat /Te rband ing /Te rmohon  Kasas i  kode  P- 1  sampai  P- 7,  

karena  t i dak  ras iona l  bukt i  Penggugat /Pemband ing  te rsebu t  

te rb i t  atas  namanya  sementara  obyek  sengketa  d imi l i k i  dan  

dikuasa i  o leh  Pemda Pangkep  se jak  tahun  1951  dan  se jak  i t u  

t i dak  ada lag i  Sura t  Pembayaran  Pajak  te rb i t  atau  te rda f t a r  

atas  nama H.  Seseang  ataupun  H.  Siame  apa lag i  Penggugat  

te rhadap  tanah  obyek  sengke ta  d i  Kantor  Desa  Tala  (v ide  

kete rangan  saks i  Abd.  Hamid  dan  H.  Muhar i ke  bin  Sunus i )  

untuk  i t u  bukt i  te rsebu t  d iduga  keras  rekayasa  be laka ,  

se la i n  i t u  Penggugat  adalah  tu runan  ket i ga  dar i  H.  Seseang  

mengapa  t i ba - t i ba  langsung  keatas  nama 

Penggugat /Te rband ing /Te rmohon  Kasas i  se laku  pembayar  pa jak .  

Bahwa  kesaks ian  dar i  H.  Muhar i ke  bin  Sunus i ,  saks i  Andi  

Abd.  Hamid  ser ta  saks i  Tergugat  la i nnya  yang  didukung  oleh  

bukt i  kode  T- 3)  yakn i  Pengakuan  dan kesaks ian  anak  H.  Siame 
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bin  H.  Seseang  (saudara  Penggugat )  menunjukkan  bahwa obyek  

sengketa  te rsebu t  adalah  mi l i k  Pemda Kab.  Pangkep,  seh ingga  

keberadaan  Tergugat  I  s /d  Tergugat  XXIV  k in i  

Tergugat /Pemband ing /Pemohon Kasas i  ada lah  sah  menuru t  hukum 

dan  keberadaannya  di  atas  tanah  obyek  sengketa  t i dak  dapat  

d inya takan  sebaga i  suatu  perbua tan  melawan hukum ;

ALASAN KEEMPAT :

Bahwa per t imbangan  Maje l i s  Hakim Tingka t  Per tama  yang  

berpendapat  bahwa adapun  mengena i  tukar - menukar /penggant i an  

yang  dimaksud,  o leh  Para  Tergugat ,  para  saks i  yang  dia j ukan  

baik  dar i  p ihak  Penggugat  maupun  dar i  p ihak  Para  Tergugat  

t i dak  dapat  membukt i kan  bahwa  tanah  te rsebu t  te lah  

di tuka r / d i g an t i ,  ada lah  suatu  per t imbangan  Maje l i s  Hakim 

yang  sa lah  menerapkan  hukum oleh  karena  te l ah  d ibuk t i k an  

oleh  Para  Tergugat  bahwa tanah  te rsebu t  te lah  d i t uka r  dan  

digan t i  berdasarkan  bukt i  T- 3  (Sura t  Pernya taan  dan  

Kesaks ian )  yang  didukung  oleh  kete rangan  saks i - saks i  yang  

dia jukan  oleh  Tergugat ,  ser ta  bukt i  T- 1  dan  T- 2  yang  

menunjukkan  bahwa  tanah  sengketa  (Pasar  Mat toang in  Tala )  

te l ah  te rda f t a r  da lam buku  inven ta r i s a s i  Pemkab Pangkep  ;

Bahwa kete rsangan  saks i  H.  Nurd in  bin  H.  Siame  yang  

memper te rang  dan  mengungkap  semua proses  keberadaan  obyek  

sengketa  o leh  Pemda Kab.  Pangkep  dengan  menyatakan  bahwa 

t i dak  benar  ka lau  obyek  sengketa  te rsebu t  ada lah  mi l i k  

Penggugat /Te rband ing  k in i  Termohon  Kasas i  karena  tanah  

obyek  sengketa  te rsebu t  ada lah  tanah  mi l i k  Pemda  Kab.  

Pangkep  yang  di tuka r  oleh  Pemda Kab.  Pangkep  dengan  tanah  

yang  te r l e t a k  d i  Depan Mesj id  Tala ,  kemudian  tanah  tukaran  

te rsebu t  d ibe r i k an  kepada  Penggugat /Te rband ing  dar i  H.  

Siame sebaga i  bag iannya  dan  k in i  d ikuasa i  o leh  Penggugat / -

Terband ing /Te rmohon  Kasas i  dan  bahkan  dulunya  ada lah  sawah 

kemudian  di rubah  menjad i  empang ( tambak) ,  jad i  bukan  obyek  

sengketa  menjad i  bagian  Penggugat /Te rband ing  tap i  tanah  

penggant i nya  ya i t u  tanah  sawah  di  depan  Mesj i d  Tala  

seh ingga  sebenarnya  bukt i  pembayaran  pajak  yang  dia j ukan  

oleh  Penggugat  sebaga i  bukt i  P- 1  sampai  dengan  bukt i  P- 7 
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ada lah  bukt i  pembayaran  pa jak  tanah  tukaran  dar i  Pemda 

Pangkep  yang  te r l e t a k  d i  depan  Mesj i d  Tala  dan  baga imana  

mungkin  tanah  obyek  sengketa  merupakan  bag ian  

Penggugat /Te rband ing  sebaga i  war i san  dar i  H.  Siame bin  H.  

Seseang  sementa ra  se jak  du lu  semasa h idupnya  H.Siame bin  H.  

Seseang  sudah  di tuka r  dengan  tanah  Pemda Kab.  Pangkep  dan  

t i dak  ada  kebera tan  dar i  s iapapun  juga  (mohon  di te l aah  

dengan  ba ik  kete rangan  saks i  H.  Nurd in  bin  H.  Siame,  saks i  

H.  Muhar i ke  dan  kete rangan  saks i  Andi  Abdul  Hamid  yang  ada  

dalam Ber i t a  Acara  Pers idangan)  ;

ALASAN KELIMA :

Bahwa Maje l i s  Hakim  Tingka t  Per tama  sa lah  menerapkan  

hukum dengan  menyatakan  pada putusan  halaman 32 al i nea  ke- 5  

sebaga i  ber i ku t  :

”Menimbang  bahwa  dar i  kete rangan  saks i - saks i  Tergugat ,  

mereka  menyatakan  per tuka ran /penggant i an  tanah  obyek  

sengketa  te rsebu t  memang te l ah  di tuka r  atau  digan t i  te tap i  

pengetahuan  mereka  hanya  sebatas  pada  pember i t ahuan  cucu  

dar i  H.  Seseang  dan  pada  umumnya para  saks i  t i dak  mel iha t  

atau  mengetahu i  ten tang  bukt i  sura t  per tuka ran  atau  

penggant i  tanah  te rsebu t .  Adapun  saks i  Tergugat  ya i t u  H.  

Muhar i ke  bin  Sunus i  yang  pada  tahun  1966  -  1973,  pernah  

menjad i  Kepala  Desa dan  menyatakan  t i dak  pernah  ada  sura t -

sura t  d i  Kantor  Desa yang  menyebutkan  tanah  obyek  sengketa  

te rsebu t  te lah  di tuka r ,  pengetahuan  saks i  hanya  

pember i t ahuan  orang  tuanya  ten tang  adanya  Musyawarah  Desa 

dan  per tuka ran  te rsebu t ,  te tap i  kete rangan  saks i  te r sebu t  

t i dak  d idukung  oleh  ala t  bukt i  la i n  dan  hanya  berd i r i  

send i r i  seh ingga  kete rangan  saks i  te rsebu t  

d ikesampingkan”  ;

Per t imbangan  Maje l i s  Hakim Tingka t  Per tama  te rsebu t  benar -

benar  sa lah  menerapkan  hukum karena  sesua i  dengan  bukt i -

bukt i  Tergugat / - Pembanding /Pemohon  Kasas i  ya i t u  bukt i  T- 1,  

T- 2,  T- 3  dan  T- 4  yang  d iperkua t  dengan  kete rangan  saks i -

saks i  (saks i  Abd.  Hamid,  saks i  H.  Muhar i ke  bin  Sunus i ,  

saks i  H.  Nurd in  BS.  bin  H.  Siame,  saks i  Abdul  b in  Kadoi ,  
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saks i  Mal ibu  b in  Baco,  saks i  Wekke Bas i r  b in  Katung)  ada lah  

merupakan  bukt i  yang  sempurna  dan  dengan  dasar  te rsebu t  

menunjukkan  bahwa tanah  obyek  sengketa  adalah  tanah  mi l i k  

Pemda  Kab.  Pangkep,  bukt i  sura t  te rsebu t  yang  te lah  

didukung  o leh  kete rangan  saks i - saks i  merupakan  suatu  

pembukt i an  yang  t i dak  dapat  te rban tahkan  oleh  dal i l - da l i l  

Penggugat /Te rband ing /Te rmohon  Kasas i ,  karena  se la i n  obyek  

sengketa  sudah  te rda f t a r  da lam  buku  inven ta r i s  

Barang/ t anah- tanah  Pemda Pangkep  v ide  bukt i  T- 2 juga  d iaku i  

o leh  anak- anak  H.  Siame bin  H.  Seseang  v ide  bukt i  kode  T- 3  

(Sura t  Pernya taan  dan  Kesaks ian )  yang  dibua t  d idepan  

Notar i s  Si t t i  Hajerah ,  SH.  dengan  menyatakan  bahwa  obyek  

sengketa  te rsebu t  adalah  mi l i k  Pemda Kab.  Pangkep  dan te l ah  

di tuka r  dengan  tanah  yang  k in i  da lam penguasaan  Penggugat  

Terband ing /Te rmohon  Kasas i  te rsebu t  ;

Menimbang,  bahwa  terhadap  alasan- alasan  tersebut  

Mahkamah Agung berpendapat  :  

Bahwa alasan- alasan  te rsebu t  t i dak  dapat  d ibenarkan ,  

karena  Judex  Fact i  t i dak  sa lah  da lam menerapkan  hukum,  lag i  

pu la  alasan- alasan  te rsebu t  mengenai  peni l a i an  has i l  

pembukt i an  yang  bers i f a t  penghargaan  ten tang  suatu  

kenyataan ,  ha l  mana  t i dak  dapat  d ipe r t imbangkan  dalam 

pemer iksaan  pada  t i ngka t  kasas i ,  karena  pemer iksaan  dalam 

t i ngka t  kasas i  hanya  berkenaan  dengan  kesa lahan  penerapan  

hukum,  pelanggaran  hukum  yang  ber laku ,  ke la l a i an  dalam 

memenuhi  syara t - syara t  yang  d iwa j i b kan  oleh  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  mengancam  ke la l a i an  i t u  dengan  

bata lnya  putusan  yang  bersangku tan  atau  bi l a  Pengadi l an  

t i dak  berwenang  atau  melampaui  batas  wewenangnya  

sebaga imana  yang  dimaksud  dalam Pasa l  30  Undang- Undang  No.  

14  Tahun  1985  jo .  Undang- Undang  No.  5  Tahun  2004  dan  

perubahan  kedua  dengan  Undang- Undang  No.  3  Tahun  2009  

ten tang  Mahkamah Agung ;

Bahwa alasan- alasan  te rsebu t  t i dak  dapat  d ibenarkan ,  

karena  apa  yang  da lam  memor i  kasas i  hanya lah  ura ian  

mengenai  pengu langan  fak ta - fak ta  pers idangan  dan  bukan  hal  
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baru  maupun  adanya  kesa lahan  penerapan  hukum oleh  Judex  

Fact i  da lam putusannya  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  d i  atas ,  

lag i  pu la  te rnya ta  bahwa putusan  Judex  Fact i  da lam perkara  

in i  t i dak  ber ten tangan  dengan  hukum dan/a tau  undang- undang,  

maka  permohonan  kasas i  yang  dia jukan  oleh  Para  Pemohon 

Kasas i  :  I .  H.  MUH.  SANUSI,  I I .  Hi .  NURAENI,  I I I .  Hi .  

SAODAH, IV .  AZISAH HASYIM,  V.  SAKKA,  VI .  MUSE, VI I .  SAINAL,  

VI I I .  MUHAMMAD ARIF  HB. ,  IX .  SUNUSI,  X.  ABDUL MUNIR,  XI .  

UMAR NAJE,  XI I .  MADI,  XI I I .  MANTASIA,  XIV.  MUH. TAHIR,  XV.  

ABBAS,  XVI .  SUHUD,  XVI I .  ANWAR MA’RUF,  XVI I I .  SAHA,  XIX.  

BEDDU,  XX.  ANWAR,  XXI .  NURMA,  XXI I .  Hi .  SAONANG,  XXI I I .  

UMAR NURAENI,  XXIV.  Hi .  RAODAH, XXVI .  PEMERINTAH KABUPATEN 

PANGKEP Cq.  1. Pemer in tahan  Kecamatan  Ma’rang ,  dan  2.  

Pemer in tah  Kelu rahan  Talaka  te rsebu t  harus  di t o l a k  ;

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  permohonan  kasas i  dar i  

Para  Pemohon  Kasas i  d i to l a k ,  maka  Para  Pemohon  Kasas i  

d ihukum untuk  membayar  b iaya  perkara  dalam  t i ngka t  kasas i  

in i  ;

Memperhat i kan  pasa l - pasa l  dar i  Undang- Undang  No.  48  

Tahun  2009,  Undang- Undang  No.  14  Tahun  1985  sebaga imana  

yang  te lah  diubah  dan  di tambah  dengan  Undang- Undang  No.  5 

Tahun  2004  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang- Undang  No.  3 

Tahun  2009  ser ta  pera tu ran  perundang- undangan  la i n  yang  

bersangku tan  ;

M E N G A D I  L I  

Menolak  permohonan  kasas i  dar i  Para  Pemohon  Kasas i  :  

I .  H.  MUH.  SANUSI,  I I .  Hi .  NURAENI,  I I I .  Hi .  SAODAH,  IV .  

AZISAH  HASYIM,  V.  SAKKA,  VI .  MUSE,  VI I .  SAINAL,  VI I I .  

MUHAMMAD ARIF  HB. ,  IX .  SUNUSI,  X.  ABDUL MUNIR,  XI .  UMAR 

NAJE,  XI I .  MADI,  XI I I .  MANTASIA,  XIV.  MUH.  TAHIR,  XV.  

ABBAS,  XVI .  SUHUD,  XVI I .  ANWAR MA’RUF,  XVI I I .  SAHA,  XIX.  

BEDDU,  XX.  ANWAR,  XXI .  NURMA,  XXI I .  Hi .  SAONANG,  XXI I I .  

UMAR NURAENI,  XXIV.  Hi .  RAODAH, XXVI .  PEMERINTAH KABUPATEN 

PANGKEP Cq.  1.  Pemer in tahan  Kecamatan  Ma’ rang ,  dan  2.  

Pemer in tah  Kelu rahan  Talaka  te rsebu t  ;
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Menghukum  Para  Pemohon  Kasas i /Pa ra  Terguga t  untuk  

membayar  biaya  perkara  dalam t i ngka t  kasas i  in i  sebesar  Rp.  

500.000 , -  ( l ima  ra tus  r i bu  rup iah )  ;

Demik ian lah  d ipu tuskan  dalam  rapa t  permusyawara tan  

Mahkamah Agung pada har i  Kamis  tangga l  28 Januar i  2010 o leh  

Djoko  Sarwoko,  SH.MH.  Ketua  Muda  Mahkamah  Agung  yang  

di te t apkan  oleh  Ketua  Mahkamah Agung sebaga i  Ketua  Maje l i s ,  

Prof .  DR.  Komar iah  E.  Sapard ja j a ,  SH.  dan  Suward i ,  SH.  

Hakim- Hakim  Agung  sebaga i  Anggota ,  dan  d iucapkan  da lam 

s idang  te rbuka  untuk  umum pada  har i  i t u  juga  oleh  Ketua  

Maje l i s  beser ta  Hakim- Hakim  Anggota  te rsebu t  dan  d iban tu  

oleh  Mulyad i ,  SH.MH.  Pani te ra  Penggant i  dengan  t i dak  

dihad i r i  o leh  para  pihak  ;

Hakim- Hakim Anggota   ;     Ketua  
Maje l i s   ;

t t d . / t t d . /
PROF.  DR.  KOMARIAH E.  SAPARDJAJA,  SH.     DJOKO SARWOKO, 
SH.MH.

t t d . /
SUWARDI,  SH.

Pani te ra  Penggant i   ;
t t d . /

MULYADI,  SH.MH.

Biaya  kasasi   :                   

1. M e t  e r  a i  Rp.      6.000 , -     
2. R e d a k s  i   Rp.      1.000 , -     
3. Admin is t r a s i  kasas i Rp.  493.000 , -

    Jumlah Rp.  500.000 , -

Untuk  sa l i nan  :
MAHKAMAH AGUNG RI

a.n .  Pani te r a
Pani te ra  Muda Perdata ,

SOEROSO ONO, SH.MH.

Hal .  21 dar i  22 hal .  Put .  No.  157 
K/PDT/2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.  040044809
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